










































































































































































(4) Kepala Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Pusat Penelitian.

(5) Wakil Kepala Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian.

Pasal G3

(1) Pusat Unggulan [lmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas:

a.

b.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi;
melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup penelitian
unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup penelitian unggulan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona
integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Unggulan

[lmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

d.

e:

pengelolaan penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi;
pengelolaan dan pengolahan data karya penelitian pusat unggulan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

pengembangan jejaring kerjasama penelitian unggulan ilmu pengetahuan dan
teknologi di tingkat nasional dan internasional;

pelaksanaan kolaborasi peneliti dan laboratorium; dan

pengelolaan dana hibah penelitian dari instansi atau lembaga eksternal.

(3) Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala
Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Riset dan Publikasi
[Imiah.

(1)

Paragraf 2
Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 94

Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas:

a.

b.

membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengabdian kepada
masyarakat;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengabdian kepada masyarakat;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengabdian kepada masyarakat; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengabdian kepada
masyarakat dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdirektorat

Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan di Subdirektorat Pengabdian
kepada Masyarakat;

b. pengorganisasian hibah pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber
pendanaan pemerintahan dan non pemerintahan;

c. pelaksanaan sosialisasi, panduan administrasi, dan kerangka acuan kerja
hibah pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan Kkoordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan hibah
pengabdian kepada masyarakat;

e. pengorganisasian kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa

g. pelaksanakan forum kolaborasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat;
dan

h. pengoordinasian pengolahan data karya pengabdian kepada masyarakat pada
sistem informasi manajemen.

Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Subdirektorat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 95

Pusat Kajian mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengkajian;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengkajian; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengkajian dengan prinsip
reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kajian

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan dana hibah pengkajian;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pengkajian;

pengembangan jejaring kerjasama pengabdian kepada masyarakat;

pelaksanakan forum kolaborasi terkait hasil pengkajian; dan

LA = L

pengoordinasian pengolahan data karya pengkajian pada sistem informasi
manajemen.

Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Kajian, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat
Pengabdian kepada Masyarakat.

Kepala Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Pusat Kajian.



(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Wakil Kepala Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kajian.

Paragraf 3
Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Pasal 96

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup tata usaha dan keuangan;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup tata usaha dan keuangan;

d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup tata
usaha dan keuangan; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup tata usaha dan keuangan
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata

Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi keuangan, sarana dan
prasarana, kepegawaian, perkantoran di lingkungan unit kerja;

b. pengoordinasian administrasi keuangan dana hibah riset, publikasi ilmiah,
dan pengabdian kepada masyarakat;

c. pengoordinasian administrasi pengajuan proposal riset, publikasi ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat; dan

d. pengoordinasian dukungan operasional kegiatan rutin dan pengembangan di
lingkungan unit kerja.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Riset dan

Pengabdian Masyarakat.

Pasal 97

Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup perbendaharaan dan pelaporan keuangan;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
perbendaharaan dan pelaporan keuangan; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup perbendaharaan dan
pelaporan keuangan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi keuangan dana hibah penelitian dan publikasi
ilmiah,



(3)

(2)

(3)

(4)

()

b. pelaksanaan administrasi keuangan dana hibah pengabdian kepada
masyarakat;

c. pelaporan administrasi keuangan dana hibah penelitian dan publikasi ilmiah;
dan

d. pelaporan administrasi keuangan dana hibah pengabdian kepada masyarakat.

Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi

Pasal 98

Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi mempunyai tugas:

a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam subbidang
inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi;

b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam
subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi;

c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang
inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang inovasi dan pengembangan
kawasan sains teknologi sesuai sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan
zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat

Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan inovasi dan pengembangan
kawasan sains teknologi;
pengelolaan kegiatan, kerjasama dan layanan inkubator bisnis inovatif;

c. pengembangan dan pengelolaan sistem alih teknologi dalam kawasan sains
teknologi;

d. pengembangan pengelolaan paten dan hak cipta;

pengoordinasian akses permodalan dan kerjasama alumni untuk hilirisasi

riset;

pengembangan dan pengelolaan program endowment fund,

pengelolaan dan penyelenggaraan program klaster inovasi;

5

penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi inovasi; dan

[

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang inovasi dan pengembangan kawasan sains teknologi.

Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi dipimpin oleh seorang Direktur,
yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor IV.
Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.



Pasal 99

(1) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi terdiri atas:

a.

b.

C.

d.

Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif;
Kantor Transfer Teknologi;

Unit Akses Permodalan dan Kealumnian; dan
Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

(2) Organisasi Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif terdiri dari satu atau lebih

Unit Klaster Inovasi yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

(3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

dibantu oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

Paragraf 1
Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif

Pasal 100

(I) Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif mempunyai tugas:

a.

membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup inkubator dan layanan
bisnis inovatif;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup inkubator dan layanan bisnis inovatif;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
inkubator dan layanan bisnis inovatif; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup inkubator dan layanan bisnis
inovatif dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Inkubator

dan Layanan Bisnis Inovatif menyelenggarakan fungsi:

a.

Moo oo

g.

menyediakan konsultasi bisnis, keuangan dan hukum untuk menumbuhkan
kewirausahaan di kalangan civitas akademika;

mempromosikan, mengelola potensi bisnis dan inovasi yang dapat
dikembangkan sebagai perusahaan pemula ITS;

pelaksanaan kegiatan seleksi tenant dan kegiatan pra-inkubasi;
pelaksanaan kegiatan pengelolaan inkubator bisnis inovatif;

pelaksanaan kegiatan pelayanan inkubator bisnis inovatif;

pelaksanaan kegiatan memacu tumbuhnya tenant baru berbasis teknologi;
dan

pelaksanaan program dan promosi klaster inovasi dan kawasan sains
teknologi.

(3) Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif dipimpin oleh seocrang Manajer Senior,

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi
dan Kawasan Sains Teknologi.

Pasal 101

(1) Unit Klaster Inovasi mempunyai tugas:



d.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup unit bidangnya;

melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup unit
bidangnya; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup unit bidangnya dengan
prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Klaster

Inovasi menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

g.

pengelolaan dan pengolahan data karya inovasi;

peningkatan karya inovasi dan paten yang dapat dikomersialisasi di unit
bidangnya;

pelaksanaan promosi dan penumbuhkembangan start-up company di unit
bidangnya;

pemberian pelayanan dalam bidang jasa pelatihan, sertifikasi dan konsultasi
unit bidangnya;

pengelolaan dana hibah inovasi yang bersumber dari internal dan eksternal
ITS;

pelaksanaan kolaborasi inovator; dan

pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal kampus terkait pengembangan
unit bidangnya.

(3) Unit Klaster Inovasi dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam melaksanakan

(1)

(2)

tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer Senior Unit Inkubator dan Layanan
Bisnis Inovatif.

Paragraf 2
Kantor Transfer Teknologi

Pasal 102

Kantor Transfer Teknologi mempunyai tugas:

a.

b.

membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup transfer teknologi;
membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup transfer teknologi;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup transfer
teknologi; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup transfer teknologi dengan

prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Transfer

Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a.

pengelolaan dan penyelenggaraan kemitraan industri untuk kolaborasi dan
membawa teknologi ke pasar serta mencari kebutuhan riset yang berpotensi
pasar;



3)

(1)

(2)

h.

penyelenggaraan fasilitas komersialisasi kekayaan intelektual yang
dikumpulkan dari hasil berbasis riset melalui lisensi, paten atau pengelolaan
kreasi spin-off;

pengoordinasian, pengelompokan, dan pendeteksian peluang bisnis dan
lisensi dari pemanfaatan karya intelektual ITS;

penyelenggaraan fasilitas perlindungan teknologi hasil riset melalui
perlindungan kekayaan intelektual;

penyelenggaraan fasilitas akses pengetahuan dan keahlian baru untuk
mendorong inovasi melalui kolaborasi penelitian, layanan yang dikontrak, dan
konsultasi;

pengelolaan peningkatan jumlah kekayaan intelektual di ITS;

pengelolaan bantuan dan motivasi periset untuk memanfaatkan sumber dana
riset inovatif; dan

pengelolaan, pemantauan dan pelaporan kerjasama dan komersialisasi hasil
riset inovatif.

Kantor Transfer Teknologi dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi dan Kawasan

Sains Teknologi.

Paragraf 3
Unit Akses Permodalan dan Kealumnian

Pasal 103

Unit Akses Permodalan dan Kealumnian mempunyai tugas:

a.

b.

membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup akses permodalan dan
kealumnian;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program Kkerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup akses permodalan dan kealumnian;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup akses
permodalan dan kealumnian; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup akses permodalan dan
kealumnian dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Akses

Permodalan dan Kealumnian menyelenggarakan fungsi:

a.

oo o

pelaksanaan persiapan penyusunan konsep kerjasama inovasi teknologi yang
menumbuhkan potensi lisensi dan perusahaan pemula;

pelaksanaan, pendampingan dan pemantauan kerjasama inovasi teknologi;
pencarian alternatif pemodalan atas karya potensial dan inovasi ITS;
pelaksanaan konsep akses kealumnian untuk dukungan karya inovasi;
pendampingan kerjasama karya inovatif dan alumni

pelaksanaan kegiatan pengumpulan endowment fund dan penyelarasan
dengan kegiatan bisnis kealumnian; dan



3)

(1)

(2)

(3)

(1)

g. penyelenggaraan komunikasi dan kerjasama dengan alumni, pemodal dan
industri.
Unit Akses Permodalan dan Kealumnian dipimpin oleh seorang Manajer Senior,
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi
dan Kawasan Sains Teknologi.

Paragraf 4
Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 104

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup tata usaha dan keuangan;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup tata usaha dan keuangan;

d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup tata
usaha dan keuangan; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup tata usaha dan keuangan
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata

Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi keuangan, sarana dan
prasarana, kepegawaian, perkantoran di lingkungan unit kerja;
pengoordinasian administrasi keuangan di lingkungan unit kerja;
pengoordinasian dukungan operasional kegiatan rutin dan pengembangan di
lingkungan unit kerja;

d. pengkoordinasian peluang pendanaan dan kerjasama dengan pihak eksternal;
dan

e. penyusunan, pemantauan dan evaluasi prosedur operasional baku kegiatan
unit kerja.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi dan

Kawasan Sains Teknologi.

Pasal 105

Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup perbendaharaan dan pelaporan keuangan;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
perbendaharaan dan pelaporan keuangan; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup perbendaharaan dan
pelaporan keuangan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.



(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi keuangan, sarana dan
prasarana, kepegawaian, perkantoran di lingkungan unit kerja;
pengoordinasian administrasi keuangan di lingkungan unit kerja; dan

c. pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi prosedur operasional
baku kegiatan unit kerja di bidang perbendaharaan dan pelaporan keuangan.

Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Keempat
Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha

Pasal 106

Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha mempunyai tugas:

a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam subbidang
kerjasama dan pengelolaan usaha;

b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam
subbidang kerjasama dan pengelolaan usaha;

c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang
kerjasama dan pengelolaan usaha; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang kerjasama dan pengelolaan
usaha sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat

Kerjasama dan Pengelolaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan kerjasama dan pengelolaan
usaha;

b. pengembangan, pengelolaan dan evaluasi layanan usaha mandiri;

c. pengembangan, pengelolaan dan evaluasi layanan usaha kerja sama
pemanfaatan aset;

d. pengelolaan dan evaluasi kerja sama profesional dengan instansi pemerintah
dan swasta; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang kerjasama dan pengelolaan usaha.

Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur,

yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor IV.

Pasal 107
Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha terdiri atas:
a. Unit Pengelolaan Usaha Mandiri;
b. Unit Pengelolaan Kerjasama; dan
c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
Organisasi Unit Pengelolaan Usaha Mandiri terdiri dari satu atau lebih Unit
Pelaksana Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.



3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dibantu oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan.

Paragraf 1
Unit Pengelolaan Usaha Mandiri

Pasal 108

Unit Pengelolaan Usaha Mandiri mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri;

d. mengevaluasi kinerja hasil program Kkerja dan kegiatan dalam lingkup
pengelolaan usaha mandiri; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengelolaan usaha mandiri
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Pengelolaan Usaha Mandiri menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana pendapatan dan pengembangan usaha mandiri;

penyusunan strategi dan pelaksanaan pemasaran usaha mandiri;

pengelolaan operasional usaha-usaha mandiri;

pelaksanaan kerjasama eksternal terkait pengembangan usaha mandiri;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha mandiri; dan

oo opo TP

pemantauan dan evaluasi pengelolaan usaha mandiri.

Unit Pengelolaan Usaha Mandiri dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kerjasama
dan Pengelolaan Usaha.

Pasal 109

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)

mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengelolaan unit usaha;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam pengelolaan unit
usaha; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengelolaan unit usaha
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana

Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan operasional unit usaha; dan

b. pelaksanaan pengembangan bisnis dan kerjasama eksternal untuk
pengembangan unit usaha.



(3)

(1)

(3)

(1)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer Senior Unit Pengelolaan Usaha
Mandiri.

Paragraf 2
Unit Pengelolaan Kerjasama

Pasal 110

Unit Pengelolaan Kerjasama mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup pengelolaan kerjasama;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengelolaan kerjasama;

d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengelolaan kerjasama; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengelolaan kerjasama
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Pengelolaan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengembangan kerjasama eksternal dan pemanfaatan
aset baik dengan Instansi pemerintah maupun swasta;

b. penyusunan strategi dan pelaksanaan pemasaran potensi pemanfaatan aset;

pengelolaan operasional kerjasama eksternal dan pemanfaatan aset;
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. pengelolaan layanan kerjasama profesional dengan Instansi pemerintah
maupun swasta;
e. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan milik ITS dan/atau
perusahaan di mana ITS melakukan penyertaan saham; dan

f. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama eksternal.

Unit Pengelolaan Kerjasama dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kerjasama dan
Pengelolaan Usaha.

Paragraf 3
Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 111

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam lingkup tata usaha dan keuangan,;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup tata usaha dan keuangan;

d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup tata
usaha dan keuangan; dan



€.

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup tata usaha dan keuangan
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata

Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

C.

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi keuangan, sarana dan
prasarana, kepegawaian, perkantoran di lingkungan unit kerja;
pengoordinasian administrasi keuangan di lingkungan unit kerja; dan
pengoordinasian dukungan operasional kegiatan rutin dan pengembangan di
lingkungan unit kerja.

(3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kerjasama

dan Pengelolaan Usaha.

Pasal 112

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas:

a.

d.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebij akan
dalam lingkup perbendaharaan dan pelaporan keuangan;

melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
perbendaharaan dan pelaporan keuangan; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup perbendaharaan dan
pelaporan keuangan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.

C.

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi keuangan, sarana dan
prasarana,

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi administrasi kepegawaian dan
perkantoran di lingkungan unit kerja; dan

pengoordinasian administrasi keuangan di lingkungan unit kerja.

(3) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

BAB VI
SEKRETARIS INSTITUT

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 113

(1) Sekretaris Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai
tugas membantu Rektor dalam:

a.

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang kesekretariatan
institut;



b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang
kesekretariatan institut;

c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam bidang kesekretariatan
institut; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang kesekretariatan institut
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

(2)

(3)

(4)

Institut menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, rencana strategis dan program kerja dalam bidang
kesekretariatan institut;

b. pengoordinasian penyusunan rencana induk pengembangan, rencana

strategis organisasi, dan rencana operasional organisasi;

pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program kerja;

pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk semua level organisasi;

pengoordinasian dan penyusunan pelaporan organisasi secara berkala;

penyelenggaraan sistem pengendalian intern ITS;
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perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait pemeringkatan ITS
di level nasional;
h. penyelenggaraan survei kepuasan stakeholder terhadap layanan organisasi;

e

penyelenggaraan layanan protokoler;

j. penyelenggaraan layanan kehumasan, promosi dan pencitraan ITS;

k. pengelola informasi dan dokumentasi ITS selaku badan publik;

1. penyelenggaraan layanan hukum;

m. pengelolaan risiko organisasi dan penyelenggaraan layanan kajian risiko; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program Kerja bidang

kesekretariatan institut.

Pasal 114
Sekretaris Institut terdiri atas:
a. Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program,;
b. Unit Komunikasi Publik;
c. Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko; dan
d. Subbagian Administrasi Sekretaris Institut.
Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. Subunit Pengelolaan Kinerja; dan
b. Subunit Pengendalian Program.
Unit Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:
a. Subunit Promosi dan Citra Institusi; dan
b. Subbagian Humas dan Protokoler.
Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas:
a. Subbagian Layanan Hukum; dan
b. Subunit Pengelolaan Risiko.



Bagian Kedua
Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program

Pasal 115

(1) Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas:

da.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang pengelolaan dan
pengendalian program;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang pengelolaan dan pengendalian program;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
pengelolaan dan pengendalian program; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang pengelolaan dan
pengendalian program dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Pengelolaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi:

a.
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m.

penyiapan penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis
organisasi, dan rencana operasional organisasi;

pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program kerja;

penyelarasan program kerja ITS dengan seluruh unit di bawah Rektor;
pengoordinasian perancangan pangkalan data terpadu ITS;

pengelolaan data stewardship dari berbagai sumber secara terpadu yang
diperlukan untuk pengambilan kebijakan ITS dan pelaporan;

pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi untuk semua level organisasi;
pengoordinasian dan penyusunan pelaporan organisasi secara berkala;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern ITS;

perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait pemeringkatan ITS
di level nasional;

penyelenggaraan survei kepuasan stakeholder terhadap layanan organisasi;
pelaksanaan identifikasi dan penelusuran hambatan dan penyimpangan
pelaksanaan program kerja ITS, serta memberikan alternatif usulan-usulan
perbaikan; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program Kkerja
subbidang pengelolaan dan pengendalian program.

(3) Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Unit,
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris
Institut.

Pasal 116

(1) Subunit Pengendalian Program mempunyai tugas:

a.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;



d.

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengendalian program;

melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengendalian program; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengendalian program
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subunit

Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi:

a.

h.

penyiapan penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis
organisasi, dan rencana operasional organisasi;

pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran,

pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program kerja untuk memastikan
ketercapaian target kinerja organisasi;

penyelarasan program kerja ITS dengan seluruh unit di bawah Rektor;
pengelolaan data stewardship dari berbagai sumber secara terpadu yang
diperlukan untuk pengambilan kebijakan ITS dan pelaporan;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern ITS;

pelaksanaan identifikasi, penelusuran hambatan dan penyimpangan
pelaksanaan program kerja ITS, serta memberikan alternatif usulan-usulan
perbaikan; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang pengelolaan dan pengendalian program.

(3) Subunit Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subunit, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan dan

Pengendalian Program.

Pasal 117

(1) Subunit Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas:

a.

d.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam lingkup pengendalian program;

melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam lingkup
pengendalian program; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup pengendalian program
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subunit
Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.

pengukuran dan pelaporan capaian kinerja organisasi untuk semua level
organisasi;

pengoordinasian dan penyusunan pelaporan organisasi secara berkala;
perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait pemeringkatan ITS
di level nasional;

penyelenggaraan survei kepuasan stakeholder terhadap layanan organisasi;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

e. penyusunan deployment indikator dan target kinerja ITS ke seluruh unit di
lingkungan ITS;
penyusunan dan pengoordinasian langkah perbaikan kinerja unit; dan
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang pengelolaan kinerja.
Subunit Pengelolaan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Subunit, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan dan
Pengendalian Program.

Bagian Ketiga
Unit Komunikasi Publik

Pasal 118

Unit Komunikasi Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan perencanaan, tata kelola, dan pengembangan dalam bidang
komunikasi publik;

b. melaksanakan dan mengendalikan program kerja dan kegiatan dalam bidang
komunikasi publik;

c. menyediakan dan mengendalikan layanan prima dalam lingkup bidang
komunikasi publik dengan perbaikan berkelanjutan; dan

d. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan sistem layanan protokoler, kegiatan promosi, humas, dan

layanan informasi publik;

pelaksanaan kegiatan promosi program dan keunggulan ITS secara terpadu;

pelaksanaan protokol sesuai prosedur baku yang telah ditetapkan;

pelaksanaan pengelolaan dan pendokumentasian seluruh kegiatan resmi ITS;

penyusunan dan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan ITS secara terpadu;
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penyusunan rekomendasi perbaikan layanan berdasar hasil analisis survei

kepuasan; dan

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program Kkerja
subbidang komunikasi publik.

Unit Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Institut.

Pasal 119

Subbagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata kelola dan pengembangan dalam bidang humas dan
protokoler;

b. melaksanakan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan dalam bidang
humas dan protokoler; dan

c. menyediakan layanan prima dalam lingkup bidang humas dan protokoler
dengan perbaikan berkelanjutan.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Humas dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan untuk
kegiatan seremonial kegiatan kampus;
pelaksanaan seremonial kegiatan besar kampus;

c. pelayanan penerimaan tamu eksternal di kampus; dan

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
Subbagian humas dan protokoler.

Subbagian Humas dan Protokoler dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Komunikasi Publik.

Pasal 120

Subunit Promosi dan Citra Institusi mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata kelola dan pengembangan dalam bidang promosi dan citra
institusi;

b. melaksanakan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan dalam bidang
promosi dan citra institusi; dan

c. menyediakan layanan prima dalam lingkup bidang promosi dan citra institusi
dengan perbaikan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subunit

Promosi dan Citra Institusi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan profil ITS yang digunakan sebagai bahan promosi;

pelaksanaan promosi institusi melalui media sosial;

penerimaan kunjungan eksternal terkait promosi ITS;

pengelolaan dan pembinaan tim ITS Online dan ITS TV;
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penyediaan layanan liputan berita internal dan publikasi karya internal
kampus melalui media elektronik;

h

pengelolaan layanan streaming online;

g. pembaharuan konten website, multimedia, dan media sosial kampus; dan

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja Subunit
Promosi dan Citra Institusi.

Subunit Promosi dan Citra Institusi dipimpin oleh seorang Kepala Subunit, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Komunikasi Publik.

Bagian Keempat
Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko

Pasal 121
Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko mempunyai tugas:
a. melaksanakan perencanaan, tata kelola, dan pengembangan dalam bidang
layanan hukum dan pengelolaan risiko;
b. melaksanakan dan mengendalikan program kerja dan kegiatan dalam bidang
layanan hukum dan pengelolaan risiko organisasi;



d.

menyediakan dan mengendalikan layanan prima dalam lingkup bidang
layanan hukum dan pengendalian risiko dengan perbaikan berkelanjutan;
dan

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan

Hukum dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

£.

h.

penyiapan dan pembuatan produk hukum internal;

pengkajian peraturan perundang-undangan dan berbagai produk hukum
internal dan eksternal;

pemberian saran dan/atau pendapat hukum kepada pimpinan ITS;
pelaksanaan pendampingan, bantuan hukum, dan penanganan urusan serta
permasalahan hukum yang melibatkan ITS;

penyusunan, pengelolaan, dan pemantauan risiko organisasi;

penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan mitigasi risiko organisasi;
pelaksanaan sosialisasi dan pengedukasian tentang risiko organisasi dan
kebijakan pengelolaan risiko organisasi; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang layanan hukum dan pengelolaan risiko.

(3) Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Unit,

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris
Institut.

Pasal 122

(1) Subbagian Layanan Hukum mempunyai tugas:

a.
b.

melaksanakan tata kelola dan pengembangan dalam bidang layanan hukum;
melaksanakan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan dalam bidang
layanan hukum; dan

. menyediakan layanan prima dalam lingkup bidang layanan hukum dengan
perbaikan berkelanjutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Layanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyiapan dan pembuatan produk hukum internal;
pengkajian peraturan perundang-undangan dan berbagai produk hukum
internal dan eksternal;

pemberian saran dan/atau pendapat hukum kepada pimpinan ITS;

. pelaksanaan pendampingan, bantuan hukum, dan penanganan urusan serta

permasalahan hukum yang melibatkan ITS;

pelayanan penghimpunan surat keputusan dan peraturan; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja subbidang
layanan hukum.

(3) Subbagian Layanan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Hukum
dan Pengelolaan Risiko.



(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 123

Subunit Pengelolaan Risiko mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata kelola dan pengembangan dalam subunit pengelolaan
risiko;

b. melaksanakan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan dalam bidang
pengelolaan risiko; dan

c. menyediakan layanan prima dalam lingkup bidang pengelolaan risiko dengan
perbaikan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subunit

Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi terkait kebijakan/keputusan

institusi sebagai berikut:

a. pelaksanaan identifikasi dan pengukuran risiko;

penyusunan mitigasi dan pengendalian risiko;

pelaksanaan sosialisasi dan edukasi risiko;

pelaksanaan layanan evaluasi risiko;

pengawasan dan pelaporan pengelolaan risiko; dan

oo o

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja subunit
pengelolaan risiko.

Subunit Pengelolaan Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Subunit, yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Hukum
dan Pengelolaan Risiko.

Bagian Kelima
Subbagian Administrasi Sekretaris Institut

Pasal 124

Subbagian Administrasi Sekretaris Institut mempunyai tugas:

a. melaksanakan perencanaan, tata kelola, dan pengembangan dalam bidang
administrasi Sekretaris Institut;

b. melaksanakan dan mengendalikan program kerja dan kegiatan dalam bidang
administrasi Sekretaris Institut;

c. menyediakan dan mengendalikan layanan prima dalam bidang administrasi
Sekretaris Institut dengan perbaikan berkelanjutan; dan

d. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Administrasi Sekretaris Institut menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi sarana dan prasarana;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi kepegawaian;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi perkantoran;
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pelaksana layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan, layanan
proses bisnis dalam lingkup unit kerja.



(3) Subbagian Administrasi Sekretaris Institut dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris Institut.

BAB VII
KANTOR

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Pasal 125

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Kantor Penjaminan Mutu; dan
b. Kantor Audit Internal.

Bagian Kedua
Kantor Penjaminan Mutu

Pasal 126

Kantor Penjaminan Mutu terdiri atas:
a. Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; dan

c. Subbagian Administrasi Kantor Penjaminan Mutu.

Pasal 127

(1) Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai:

(2)

a.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang penjaminan mutu
akademik dan kemahasiswaan;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan;
mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
penjaminan mutu akademik dan kemahasiswaan; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang penjaminan mutu
akademik dan kemahasiswaan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona
integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Penjaminan Mutu Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan sistem manajemen mutu terpadu ITS pada bidang akademik dan
kemahasiswaan;
pembuatan panduan penyusunan dokumen mutu akademik dan
kemahasiswaan;



(3)

(1)

(2)

c. pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar penjaminan mutu
internal;

d. pengevaluasian terhadap pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dan
eksternal untuk bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
pengelolaan dokumen online pada sistem akreditasi perguruan tinggi;

f. pelaksanaan koordinasi persiapan akreditasi/sertifikasi program studi;

g. pengevaluasian terhadap proposal pembukaan dan perubahan nama program
studi; dan

h. pengelolaan sistem penjaminan mutu internal pada bidang akademik dan
kemahasiswaan.

Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang

Kepala Unit, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Kantor Penjaminan Mutu.

Pasal 128

Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai

tugas:

a. membantu merumuskan Kkebijakan dalam subbidang penelitian dan
pengabdian pada masyarakat;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan

e. menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit

Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan sistem manajemen mutu terpadu ITS pada bidang penelitian dan
pengabdian pada masyarakat;

b. pembuatan panduan penyusunan dokumen mutu penelitian dan pengabdian
pada masyarakat;

c. pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar penjaminan mutu
internal;

d. pengevaluasian terhadap pelaksanaan standar penjaminan mutu internal dan
eksternal untuk bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
pengelolaan sistem akreditasi perguruan tinggi online;
pelaksanaan koordinasi persiapan akreditasi/sertifikasi program studi;

g. pengelolaan sistem manajemen mutu internal pada bidang penelitian dan
pengabdian pada masyarakat;

h. Penjaminan mutu proses verifikasi autentifikasi publikasi ilmiah di Fakultas.



(3)

(1)

(2)

Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Unit, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kantor Penjaminan Mutu.

Pasal 129

Subbagian Administrasi Penjaminan Mutu mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang administrasi penjaminan mutu;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
administrasi penjaminan mutu; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang administrasi penjaminan
mutu dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Administrasi Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi sarana dan prasarana;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi kepegawaian;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi perkantoran; dan
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pelaksanaan layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan,
layanan proses bisnis dalam lingkup unit kerja.

Subbagian Administrasi Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Penjaminan Mutu.

Bagian Ketiga
Kantor Audit Internal

Pasal 130

Kantor Audit Internal terdiri atas:

a.
b.
c.

(1)

Unit Audit Internal Keuangan dan Pengadaan;
Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian; dan
Subbagian Administrasi Kantor Audit Internal.

Pasal 131

Unit Audit Internal Keuangan dan Pengadaan mempunyai tugas:

a. membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang audit internal keuangan
dan pengadaan;

b. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

c. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang audit internal keuangan dan pengadaan:



mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang audit
internal keuangan dan pengadaan; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang audit internal keuangan
dan pengadaan dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Audit

(3)

(1)

Internal Keuangan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

pelaksanaan audit pengelolaan keuangan seluruh unit kerja;

pelaksanaan  pemantauan  pérencanaan, pelaksanaan  pengadaan,
penyusunan laporan terhadap sarana prasarana, barang, dan jasa;
penerbitan, pemberian tanggapan dan Kklarifikasi, dan pengarsipan hasil
kertas data audit untuk unit kerja;

pemeriksaan laporan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil
pemeriksaan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintah;
pendampingan tindak lanjut monitoring evaluasi/temuan audit eksternal; dan
persiapan audit dengan tujuan tertentu yang diminta oleh internal dan
eksternal ITS.

Unit Audit Internal Keuangan dan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit,

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Audit Internal.

Pasal 132

Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.

b.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang audit internal sarana
prasarana dan kepegawaian;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang audit internal sarana prasarana dan kepegawaian;
mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang audit
internal sarana prasarana dan kepegawaian; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang audit internal sarana
prasarana dan kepegawaian dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona
integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit audit
internal sarana prasarana dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan disiplin pegawai;

pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan barang inventaris dan sarana
prasarana gedung;

pelaksanaan pendampingan penilaian atau monitoring eksternal terkait
dengan sistem pengendalian internal;

pemantauan pelaksanaan teknologi informasi; dan

persiapan audit dengan tujuan tertentu yang diminta oleh internal dan
eksternal ITS.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Unit Audit Internal Sarana Prasarana dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Unit, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Audit Internal.

Pasal 133

Subbagian Administrasi Audit Internal mempunyai tugas:

a. membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

b. menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang administrasi audit internal;

c. melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
administrasi audit internal; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang administrasi audit
internal dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Administrasi Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi sarana dan prasarana;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi kepegawaian;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi perkantoran; dan
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pelaksanaan layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan,
layanan proses bisnis dalam lingkup unit kerja.
Subbagian Administrasi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Audit Internal.

BAB VIII
DIREKTORAT KEMITRAAN GLOBAL

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Pasal 134

Direktorat Kemitraan Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e

mempunyai tugas:

a. menylapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan kemitraan global dalam
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang
kemitraan global;

c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja bidang kemitraan global; dan

d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang kemitraan global sesuai
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat

Kemitraan Global menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan layanan bidang kemitraan global,
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perencanaan dan penyelenggaran promosi potensi ITS di tingkat
internasional;

perencanaan dan pengelolaan program internasionalisasi kampus menuju
world class university;

perencanaan, penginisasian, dan pengelolaan kerjasama internasional;
perencanaan dan pengoordinasian implementasi program world class
university;

pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa asing pada semua jenjang pendidikan;
pengoordinasian dalam pendampingan mahasiswa asing selama studi;
pelaksanaan layanan administrasi pendukung bagi mahasiswa asing; dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang kemitraan global.

(3) Direktorat Kemitraan Global dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 135

Direktorat Kemitraan Global terdiri atas:
Unit Promosi dan Mobilitas Internasional;

a.

b
.
d

Unit Kerjasama Internasional;

Unit Urusan World Class University; dan

Subbagian Program Internasionalisasi.

Bagian Kedua
Unit Promosi dan Mobilitas Internasional

Pasal 136

(1) Unit Promosi dan Mobilitas Internasional mempunyai tugas:

(2)

a.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang promosi dan mobilitas
internasional;

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang promosi dan mobilitas internasional;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
promosi dan mobilitas internasional; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang promosi dan mobilitas
internasional dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Promosi

dan Mobilitas Internasional menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar mutu, dan pelaksanaan
program strategis, penerimaan serta mobilitas internasional;

pengelolaan informasi pengenalan program internasionalisasi kepada
mahasiswa baru;

pelaksanaan ide dan program inisiatif terkait internasionalisasi ITS dan
kerjasama luar negeri;



(1)

(2)

b,

pelaksanaan koordinasi dengan pihak eksternal dalam melakukan persiapan
pelaksanaan promosi ITS melalui pameran pendidikan dan kunjungan ke luar
negeri;

pelaksanaan proses seleksi, nominasi dan program orientasi untuk
pertukaran inbound dan outbound dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa,;

pelaksanaan program pertukaran inbound dan outbound dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa untuk tingkat internasional;

pemantauan pelaksanaan program pertukaran inbound dan outbound untuk
program internasional; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program inbound dan
outbound program internasional.

Unit Promosi dan Mobilitas Internasional dipimpin oleh seorang Manajer Senior,

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur
Kemitraan Global.

Bagian Ketiga
Unit Kerjasama Internasional

Pasal 137

Unit Kerjasama Internasional mempunyai tugas:

a.
b.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang kerjasama internasional;
membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang kerjasama internasional;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
kerjasama internasional; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang Kerjasama Internasional
dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerjasama
Internasional menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standar mutu pelaksanaan
kerjasama internasional;

pembukaan peluang kerjasama internasional baru dalam bentuk antar
universitas, antar negara, dan konsorsium;

peningkatan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam
pemanfaatan kerjasama internasional;

penginisiasi dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan pihak luar
negeri dalam bentuk memorandum of understanding dan memorandum of
agreement;

pelaksanaan kerjasama internasional dengan melibatkan unit kerja di
lingkungan ITS; _

pengoordinasian penerimaan kunjungan tamu asing ke ITS;



1.

pelaksanaan proses seleksi, nominasi dan program orientasi untuk pertukaran
inbound dan outbound dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kerjasama
internasional; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama internasional.

(3) Unit Kerjasama Internasional dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat Kemitraan Global.

Bagian Keempat
Unit Urusan World Class University

Pasal 138

(1) Unit Urusan World Class University mempunyai tugas:

a.

membantu merumuskan kebijakan dalam subbidang urusan world class
university,

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang urusan world class university;

mengevaluasi kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
urusan world class university; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang urusan world class
university dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Urusan

World Class University menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
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pelaksanaan staff upgrading dan staff mobility;

pelaksanaan pelatihan penguatan kantor urusan internasional;

pemetaan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dan tenaga kependidikan
ITS:

pelaksanaan kegiatan internasionalisasi di internal kampus;

perencanaan dan pengoordinasian urusan world class university;

pengelolaan dan pemantauan database internasionalisasi;

perancangan dan pemantauan strategi organisasi terkait pemeringkatan ITS
di level internasional;

pelaksanaan dan pengelolaan sistem terintegrasi;

pelaksanaan dan monitor kegiatan adjunct professor dan program world class
professor; dan

pelaksanaan inisiasi dan pengelolaan researcher and research student
enrichment program.

(3) Unit Urusan World Class University dipimpin oleh seorang Manajer Senior, yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat Kemitraan
Global.



Bagian Kelima
Subbagian Program Internasionalisasi

Pasal 139

(1) Subbagian Program Internasionalisasi mempunyai tugas:

a.

b.

d.

membina, mengarahkan, dan mengembangkan kompetensi dan talenta
personil dalam unit kerja;

menyelenggarakan program kerja dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan
dalam subbidang Program Internasionalisasi;

melaporkan kinerja hasil program kerja dan kegiatan dalam subbidang
Program Internasionalisasi; dan

menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang Program
Internasionalisasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

(3)

(1)

Program Internasionalisasi menyelenggarakan fungsi:
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1.

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pegawai di lingkup unit kerja;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi keuangan;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi sarana dan prasarana;
pelaksanaan layanan pendukung administrasi kepegawaian;

pelaksanaan layanan pendukung administrasi perkantoran;

pelaksanaan layanan pendukung operasional terkait program, kegiatan,
layanan proses bisnis dalam lingkup unit kerja;

perencanaan, penginisasian, pengelolaan dan pengukuran kerjasama
internasional;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja
subbidang kemitraan global;

pelaksanaan pelatihan english as the medium of instruction;

pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pertukaran mahasiswa antar negara;
pelaksanaan laporan kegiatan internasionalisasi melalui sistem informasi
manajemen terkait;

pengoordinasian pelaksanaan kerjasama, mobilitas dan perangkingan
internasional; dan

pelaksanaan proses seleksi, nominasi dan program orientasi untuk pertukaran
inbound dan outbound dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Subbagian Program Internasionalisasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur
Kemitraan Global.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016,



tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.

(2) Seluruh Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, tetap
menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan dan/atau diangkatnya
pejabat baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 November 2019

Rcktor Instltut Teknologi Sepuluh Nopember,
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Pj;sof( Trngéhamad Ashari, M.Eng. =
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